


GUUUUUIEVTUEOUUVUWBWUWGEDBVWBIUWDIWDIGDWDIGBDIYVDIGDGDIVDIEB UL TG

DAFTAR ISI

I B L L B ot o o moon Wik S SO0 7 1 500 58 016 9 0 & 45t
R IR P
DaﬁarLamplran
BABI | PENDAHULUAN
BABII  TINJAUAN PUSTAKA.......cooiiiiiiiiie e e
BABIII  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN..............c......
BABIV  METODE PENELITIAN. .. ....coos oo oo oo e e
BABV  HASIL DA&LUARANYANGDICAPAL.....
BABVI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA..........cccooevnnen

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.......c.ooiii e

i

i

iii

v

11

11

18

.35

35

HARTAR PUSTARA it i siviss oo oincrs oo o shiomeseisseseasoBT



GUUUIUIUEUTIIIIVIBYUILBDIYDNMIBYDYBNYdBYNNBD YV B G

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN FAKULTAS
Judul Penelitian : Konstruksi Model Asas Kebersamaan Sebagai Dasar
Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia
Ketua Peneliti: :
a. Nama Lengkap . Dr. Elli Ruslina, S.H.,M.Hum -
b. NIDN : 0416075801
c. Jabatan Fungsional : LektorKepala
d. Program Studi - Timu Hukum
e. Nomor HP - 08122365787

{f. Alamat surel (e-mail)

Anggota Peneliti (1)
b. NIDN

c. PerguruanTinggi

Anggota Peneliti (2)
a. Nama Lengkap
b. NIDN

c. PerguruanTinggi

Lama Penelitian Keseluruhan
Biaya Penelitian Keseluruhan

Mengetahui, -
Dekan Fakuitas Hukum Unpas

- elli.ruslina@unpas.ac.id

: Dr. Siti Rodiah, S.H., M.H.
- 0420066303
- Universitas Pasundan

. Dra. Hj. Nia KaniaWinayanti, S.H., M.H.
0421116302
- Universitas Pasundan

: 6 (enam)

- Rp. 10.00

e

(S

(Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.)

NIPY. 151.102.07

,‘H 2o
| § 3

&

€

gm@

tu%a;ﬂlgﬁég 0%

bulan
0.000.-

Ketua Peneliti,

(Dr. Elli Ruslina, S.H. ,M.Hum. )
NIPY. 151.100.45

Vi enyetujm

@R‘{lsyam S.E, M.Si.)

:1196202031990320001



U U UUUUEVNEEVIEYESRSBESYIESYIU Y IYVIYIVYVIIVIBDVYVIBIJYVWIVBDIVDVIYVUYWIVDVIYDVDIVDVIULD L L

RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi dari suatu penelitian dengan adanya temuan dalam
peraturan perundang-undangan bidang hukum ekonomi, bahwa asas kebersamaan
sebagai dasar perekonomian Ekonomi Indonesia yang tercantum dalam Pasal 33
Undang Undang Dasar 1945 tidak direalisasikan dan secara substansial, meskipun,
secara tersurat sudah dituangkan di dalam konsideran, bahkan mengarah ke asas
kapitalistﬂdliﬁeralistik yang lebih mengutamakan kepentingan individu atau
kelompok. Tujuan penelitian kbriétruksi model asas kebersamaan dalam
pembangunan hukum ekonomi Indonesia, adalah mencari dan menetapkan kembali
nilai-nilai asas kebersamaan yang terkandung di dalam Pasal 33 Undang Undang
dasar 1945 sebagaimana ditetapkan oleh para founding father bangsa, sebagai amanat
konstitusi. Selain itu tujuannya adalah agar dapat dipahami oleh pihak- pihak terkait
bahwa asas kebersamaan ini penting karena merigandung konsep étéu prinsip lebih
meﬁgutamakan kepentingan orang banyak (daulat—rakyatj. Metode pendekatan
penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder
berupa perundang-undangan dan literatur, didukung oleh data primer -melalui
observasi dan interview kepada pihak-pihak terkait. Penelitian ini sejalan dengan
Renstra Universitas Pasundan dengan visi dan misi antara lain mengembangkan
budaya, termasuk didalamnya mengandung nilai-nilai budaya gotong royong,
kebersamaan, dan kekeluargaan. Luaran yang ditargetkan terdiri dari luaran wajib
berupa model dan konsep asas kebersamaan dalam bentuk jurnal dan prosiding,

sedangkan luaran tambahan berupa buku ajar. TKT yang diusulkan adalah 2.

Kata Kunci : 1. Konstruksi model, 2. Asas kebersamaan; 3.Pembangunan , 4; Hukum

ekonomi, 5; Indonesia.
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BAB I. PENDAHULUAN

Urgensi penelitian yang diajukan ini adalah dilatarbelakangi dari suatu
penelitian dengan adanya temuan dalam pembentukan hukum Ekonomi Indonesia
yaitu dalam perundang-undangan bidang ekonomi secara subastansial tidak
didasarkan kepada asas kebersamaan yang tercantum dalam konstitusi, yakni dalam
Pasal 33 UUD 1945. Sebenarnya Pasal 33 UUD 1945 merupakan pesan moral dan
pesan budaya di.'bidang kehidupan ekonomi, bukan sekedar memberikan petunjuk
tentang susunan perekonemian dan wewenang negara mengatur kegiatan
perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang
teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan. Pesan
konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem
ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar asas kekeluargaan (muiualism dan
brotherhood). Secara filosofis dasar perekonomian Indonesia telah dikemukakan
oleh Mohammad Hatta untuk mempersiapkan suatu sistem ekonomi jauh sebelum
Indonesia merdeka yang bertumpu pada paham kesejahteraan sosial. Berdasarkan
ideologi negara Indonesia, berdasarkan UUD 1945, Indonesia telah berketetapan
menganut  prinsip  “kebersamaan  dalam  asas  kekeluargaan”  atau
kolektivisme/mutualisme  ekonomi dan kooperativisme (mutualism and

brotherhood).

Topik ini penting untuk dilakukan peneﬁtian, dalam rangka membanguﬁ
hukum ekonomi Indonesia yang berdasar pada asas kebersamaan, karena hukum
ekonomi dalam bentuk undang-undang (antara lain UU No. 1 Tahun 1967, UU No.
7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998, UU No. 25 Tahun 2007 dan UU 40 Tahun
2007), tidak merealisasikan asas kebersamaan sebagaimana tercermin dalam sila-
sila Pancasila, kecenderungan mengarah ke asas individual.istik]ﬁberalis-ﬁk.; ‘Era
globalisasi asas kebersamaan atau kooperativisme berkembang sebagai geraka;i
yang mendunia yang diwakili oleh the International Co—operatil-ie Alliance (ICA)
sebagai organisasi puncak bagi gerakannya sejak lebih dari 100 tahun yang lalu,

termasuk Indonesia sebagal anggotanya.

Penelitian yang diusulkan adalah skema Penelitian Dasar yang merupakan
topik unggulan sejalan dengan peta jalan/road map penelitian Universitas Pasundan
yang dikembangkan pada pusat penelitian di program studi. Visi dan Misi
Universitas Pasundan dengan prinsip “luhung elmuna, mulya agamana, jembar

budayana”, dan juga budaya yang dikembangkan adalah silih asih, silih asah, silih
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asuh merupakan pencerminan asas kebersamaan dan/atau kekeluargaan/gotong
royong, sebagaimana (ercanium dalam Pancasila, Sila Persatuan Indonesia.
Persatuan artinya kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, tidak saling

mematikan, dan nasionalisme).

Permasaiahan yang diteliti adaiah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep asas kebersamaan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai
mengutamakan képentingan orang banyak sebagaimana ditetapkan oleh para
foundi;zg Jfuther bangsa dalam konstitusi.

2. Bagaimana konstruksi model asas kebersamaan agar dapat dipahami oleh para

pihak terkait dalam pembangunan hukum ekonomi Indonesia.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. State of the Art dan Peta Jalan Penelitian

Penelitian pendahulu menunjukkan bahwa asas kebersamaan yang berbasis
kearifan Pancasila yang terkandung di dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945
sebagai fundasi pembentukan hukum ekonomi tidak direalisasikan, dengan alasan
para penyelengaara negara belum memahami kedudukan Pasal 33 UUD 1945
sebagai pesan moral dan pesan budaya dalam Republik Indomesiadi bidang
kehidupan ekonmi, merupakan tuntutan konstitusi. Pesan moral memposisikan
rakyat sebagai sentral-substansial (the nobility of the people and the soveregnity of
the people bukan the sovereignty of the sovereign), dan merupakan pesan budaya
yaitu the love of mandkind dalam mewujudkan tuntutan budaya altruisme-
filantropis (Elli Ruslina: 2013: 365). Asas kebersamaan yang berbasis kearifan )
Pancasila merupakan asas secara filosofis lerkandung di dalam sila ke tiga yaitu
Persatuan Indonesia. Asas kebersamaan sebagai dasar perekonomiian Indonesia
merupakan nilai-nilai yang digali dari kehidupah bangsa Indonesia yang merupakan
jiwa bangsa (volksgez‘s't), Hasil penelitian (Any Ismayawati:'3007: 2) menunjukkan
bahwa Pancasila sebagai dasar pembangunan hukum di Indonesia merupakan suatu
hal yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia sebagai suistainable development
(pembangunan yang berkelanjutan). Begitu pula Barda Nawawi menegaskan bahwa
pembaharuan/pembangunan yang berkelanjutan (suistainable reform/suistainable

development (Barda Nawawi Arief : 1994), yang ditegaskan pula oleh Mahfud M.D,
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bahwa produk hukum senantiasa berubah dan diubah sesuai dengan perkembangan

jaman dan pembaharuan masyarakat (Mahfud M.D : 2006).

Berdasarkan hasil pengamatan dan beberapa penelitian yang dilakukan, yang
paling utama adalah amanat konstitusi yang memiliki sifat mengikat/memaksa
(dwingend recht) menjadi kewajiban  scbagai akademisi untuk  secara
berkesinambungan melakukan kegiatan di antaranya melalui penelitian. Penelitian
terhadap kajian ini telah ba;nyak dilakukan, namun dari hasil penelitian yang sudah
ada belum menyentuh bagaimana dasar perekoﬁomian Indonesia dengan asas

kebersamaan belum banyak digali.

Peta jalan/road map penelitian sebagaimana berikut:

Gambar Peta Jalan/Road Map Penelitian
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B. Asas Kebersamaan dalam Konstitusi Berbasis Kearifan Pancasila

Asas kebersamaan tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945, dibangun oleh para

founding father bangsa, antara lain adalah Mohammad Hatta, mengemukakan asas-

asas yang terkandung dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

“. Perekonomian Indonesia.Merdeka akan berdasar kepada cita-cita tolong-
menolong dan usaha bersama yang akan diselenggarakan berangsur-angsur dengan
mengembangkan koperasi. Padé dasarnya, perusahaan yang besar-besar.yang
menguasai  hidup orang banyak, tempai beribu-ribu orang‘ mengganiungkan
nasibnya dan nafkah hidupnya, mestilah di bawah pemerintah. Adalah bertentangan
dengan keadilan sosial. Apabila buruk baiknya perusahaan itu serta nasib beribu-
ribu orang yang bekerja di dalamnya diputuskan oleh beberapa orang partikulir saja,
yang berpedoman dengan keuntungan semata-mata. Pemerintah harus menjadi
pengawas dan pengatur, dengan diawasi dan juga disertai dengah kapital 01eh
Pemerintah adalah bangunan yang sebaik-baiknya bagi perusahaan besar-besar.
Semakin besar perusahaan dan semakin banyak jumlah orang yang
menggantungkan dasar hidupnya kesana, semakin besar mestinya pesertaan
Pemerintah. Perusahaan besar-besar itu menyerupai bangunan korporasi publik. Ttu
tidak berarti, bahwa pimpinannya harus bersifat birokrasi. Perusahaan dan birokrasi
adalah dua hal yang berbeda...”. (RM.A.B. Kusuma, 2009: 436)

Kesejahteraan Sosial dalam Sidang BPUPKI diusulkan oleh Mohammad Hatta,
sebagai berikut (RM. A.B. Kusuma, 2009: 447)

1) Orang Indonesia hidup dalam tolong-menolong,
2) Tiap-tiap orang Indonesia berhak mendapat pekerjaan dan mendapat
penghidupan yang layak bagi manusia. Pemerintah menanggung dasar hidup

minimum bagi seseorang,

- 3) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, menurut dasar kolektif,

4) Cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak, dikuasai oleh
pemerintah,

5) Tanah adalah kepunyaan masyarakat, orang-seorang berhak memakai tanah
sebanyak yang perlu baginya sekeluarga,

6) Harta milik orang-seorémg tidak boleh menjadi alat penindas orang lain,

7) Fakir dan miskin dipelihara oleh Pemerintah.
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Kemudian Rancangan Undang Undang Dasar, dengan judul sebagai berikut: Bab

XIV tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 berisi tentang:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasal hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakamuntuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, Pasal 34 berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara

negara”. Kedua pasal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 33 UUD 1945 dijadikan dasar untuk menganalis undang-undang bidang

A

ekonomi (No. 4 tahun 2008 dan UU No. 31 tahun 2009), dalam penelitian:

- penggunaan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum mengingat dalam undang-

undang (Aisyah Lailiyah, 2017, 1).

Setelah amandemen ke-4 Undang Undang Dasar 1945 pada Thun
2002.Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 mengalami perubahan. Dalam naskah/
teks asli Undang Undang Dasar 1945, Pasal 33 tersebut dituangkan pada Bab XIV
dengan juduliKesejahteraan Sosial, sedangkan berdasarkan hasil Amandemen pada
tahun 2002, Pasal 33 dituangkan pada Bab XIV dengan mengalami perubahan judul -
menjadi Perekonomian Indonesia dan Kesejahteraan Sosial. Hal inilah yang
menjadi ciri sosialistik Pasal 33 UUD 1945, boleh dibilang inilah ke-Indonesiaan,
suaiu represeniasi sosial ekonomi Indonesia yang harus ditegakkan. Demokrasi
ekonomi Indonesia yang menjadi sukma Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945,

maka sistem ekonomi Indonesia oleh Mohammad Hatta disebut sebagai sosialisme

religius. (Mohammad Hatta, 1963: 29). Mengenai sosialisme religius ini dibahas

_dza:n dianalisis, bahwa antara ekonomi Indonesia terdapat kesesuaian terhadap

ekoﬁémi Islam (Ali Rhama, 2013, 19). Oleh karena itu pemikiran Bung Hatta yang
menjadi titik tolak dasar perekonomian Indonesia. Pikiran dan ide-ide pounding
father menjadi menjadi obyek kajian Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan

“Pasal 33 UUD 1945 (Taufiqururrohman Syahuri, 2012, 244).

Prinsip kebersamaan yang berbasis kearifan Pancasila telah dikemukakan

(Sti-Edi Swasono : 2015: 99), beliau mengungkapkan moralitas agama dan

menggambarkan Sistem Ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi yang
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